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Abstrak
 

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 merupakan salah

satu cara untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat. Hal tersebut dapat terjadi karena calon presiden dan

calon wakil presiden akan berlomba-lomba dalam membuat rancangan kebijakan publik yang dimasukkan

kedalam visi mereka, sehingga masyarakat dapat memilih mana yang lebih peduli terhadap mereka dan lebih

mengutamakan kepentingan golongannya. Kebijakan publik merupakan produk politik, sehingga unsur-

unsur politik mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik yang pro-rakyat melibatkan publik

dalam setiap tahap penyusunan, realistik, jelas tolak ukur keberhasilan, jelas dasar hukum, dan antar

kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan. Pada dasarnya kebijakan publik di Indonesia tidak

selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya pemilihan presiden tahun 2014 ini, Indonesia

diharapkan memiliki pemimpin yang dapat membentuk dan menjalankan kebijakan yang pro-publik (pro-

rakyat) sehingga masalah-masalah di negeri ini dapat teratasi.

......The importance of community participation in the 2014 presidential election is one way to create pro-

people policies. This can happen because presidential candidates and vice presidential candidates will

compete to create public policy plans that are included in their vision, so that people can choose which one

cares more about them and prioritizes the interests of their group. Public policy is a political product, so

political elements color the resulting policies. Pro-people public policies involve the public at every stage of

preparation, are realistic, have clear benchmarks for success, have a clear legal basis, and there is no overlap

or conflict between policies. Basically, public policy in Indonesia is not always oriented towards the public

interest. With the 2014 presidential election, Indonesia is expected to have a leader who can form and

implement pro-public (pro-people) policies so that the problems in this country can be resolved.
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